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ABSTRACK 

 

The Covid-19 Era budget is one of the government's steps to provide funds 

to tackle the pandemic by making adjustments or saving on spending by ministries 

/ agencies for 2020. The budget for preventing Covid-19 is budgeted by reducing 

the allocation of costs to other posts (Refocussing and Reallocation Budget). 

Flexibility creates opportunities both in terms of timing and size of issuance 

according to local government financial conditions. Adjustment of the 

precautionary principle by taking into account the risks and costs, the smallest 

target achievement is decreasing, but the number of positive patients with Covid-

19 is still increasing, making the implementation of official travel difficult, in the 

end it will affect the results of the results at the end of 2020 impact on responsible 

accounting information. This study focuses on the Covid-19 cost budget on 

responsibility accounting information. Survey on local government work units in 3 

(three) major cities, namely Palembang, Jakarta, Bandung. The population in this 

study were 108 local work units, which returned 80 defective samples, the 

remaining 75 samples were ready to be processed. The data analysis technique 

used in this study was SEM PLS using descriptive and verification methods. The 

results of this study indicate that the Covid-19 Era budget affects accountability 

accounting information. 

Keyword : Budget Era Covid-19, Accountability Accounting Information 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Pandemi Covid-19 telah 

menyebabkan kerugian yang luar 

biasa pada bidang kesehatan, bidang 

ekonomi dan melambatnya 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Pemerintah menyediakan dana 

penanggulangan pandemi Covid-19 

melalui Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara 2020.  Melambatnya 

pertumbuhan ekonomi akibat 

menyebarnya wabah Covid-19 salah 

satu langkah pemerintah untuk 

menyediakan dana dalam 

menanggulangi pandemi dengan 
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melakukan penyesuaian atau 

penghematan belanja 

kementerian/lembaga untuk tahun 

2020. Penyesuaian belanja 

pemerintah daerah dengan 

melakukan revisi 

penyesuaian/penghematan secara 

nasional, revisi anggaran  dilakukan 

guna mengakomodir munculnya 

akun baru guna mendukung 

pencegahan Covid-19 yang dapat 

dibiayai dengan dana DIPA (Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran-red) 

satuan kerja, seperti pembelian 

masker, hand sanitizer, disinfektan, 

dan persediaan obat-obatan yang 

sebelumnya tidak dianggarkan. Biaya 

operasional pencegahan Covid-19 

dianggarkan dengan mengurangi 

alokasi biaya pada pos-pos lainnya 

(Refocussing dan Realokasi 

Anggaran)( Das, 2020b: Drèze & 

Sen, 2013: EPW, 2020: Garisson, & 

Eric, 2010: Heller, 2000).   

        Anggaran penanganan Covid-19 

terdiri memiliki dua mekanisme 

yakni mekanisme pembayaran 

langsung dan uang persediaan. 

Pembayaran langsung dilakukan 

kepada penyedia barang dan jasa 

atau pihak lain yang berhak 

berdasarkan pada perjanjian atau 

dasar lain seperti penerbitan surat 

perintah pembayaran langsung. 

Pemerintah daerah  harus dapat 

mengelola SKPD dengan baik, 

sehingga diperlukan informasi 

mengenai kegiatan-kegiatan satuan 

kerja pemerintah daerah.  Informasi 

satuan kerja pemerintah daerah dapat 

digunakan untuk mengawasi, 

menganalisis, melaksanakan, 

mengendalikan dan mengambil 

keputusan. Berbagai kegiatan yang 

dilakukan dalam satuan kerja 

pemerintah daerah harus sesuai 

dengan rencana agar tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah 

ditetapkan agar tidak bertentangan 

dengan  tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Kepala daerah  

bertanggungjawab atas kegiatan-

kegiatan satuan kerja pemerintah 

daerah. Adanya Kepala daerah 

diharapkan dapat bertanggungjawab 

apabila ada sesuatu yang 

menyimpang sehingga dapat 

ditelusuri dan diadakan perbaikan 

atas penyimpangan tersebut.( 

Agrawal,2007: Calvo,et,all, 2020: 

Dutta  & Fischer, 2021: Engle & 

Lemos,2010: Gupta2013: Hertati, 

Zarkasy, Adam, Umar, Suharman, 

2020).). 
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Dalam melaksanakan 

kegiatannya, satuan kerja pemerintah 

daerah memerlukan biaya dengan 

alasan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran yang 

berhubungan dengan kegiatan 

pemeritah daerah setempat. Untuk 

memenuhi kebutuhan dan 

memanfaatkan biaya tersebut, satuan 

kerja pemerintah daerah sering kali 

mendapatkan berbagai masalah 

antara lain sulitnya menutup 

kekurangan biaya yang dibutuhkan 

atau memanfaatkan biaya yang 

dimiliki satuan kerja pemerintah 

daerah. Untuk mengatasi masalah 

kekurangan dan kelebihan biaya 

satuan kerja pemerintah daerah, 

satuan kerja pemerintah daerah  perlu 

memperhitungkan dengan tepat 

melakukan taksiran yang cermat atas 

biaya-biaya yang akan dikeluarkan 

pada periode selanjutnya. Untuk 

mengetahui jumlah biaya yang akan 

dikeluarkan pada periode yang akan 

datang, pemerintah daerah harus 

menyusun suatu anggaran.  

Fenomena menyatakan 

permasalahan pada anggaran biaya 

Era Covid-19 berpengaruh terhadap  

informasi akuntansi 

pertanggungjawaban. Fitra  (2020) 

selaku Sekretaris Jenderal Forum 

Indonesia menyatakan bahwa 

transparansi anggaran Covid-19  

berpotensi korupsi dalam 

penanganan anggaran Covid-19. 

Potensi korupsi  saat pemerintah 

menggelontarkan dana bantuan untuk 

warga yang mengalami pelemahan 

ekonomi karena pandemi Covid-19 

penggelapan dana bantuan. 

Anggaran-anggaran sudah ditransfer 

bermasalah di pelaksananya, jumlah 

bantuan tak sesuai dengan yang 

diterimakan Kemudin Firly (2020) 

selaku ketua KPK RI menyatakan 

bahwa pada Mei 2020 lalu, ada  

beberapa titik rawan korupsi dalam 

penanganan pandemi covid-19. Salah 

satu titik rawan itu terletak pada 

penyelenggaraan bansos yang 

dikucurkan oleh pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah. Kemudian, 

Wakil Ketua KPK Siregar (2020) 

mengatakan pihaknya telah 

menerima 1.074 laporan keluhan 

masyarakat mengenai bantuan sosial 

di masa pandemi covid-19. Keluhan 

itu paling banyak berasal dari DKI 

Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa 

Tengah. Mayoritas pengaduan, 

terkait pelapor yang tidak menerima 

bantuan padahal sudah mendaftar. 
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Persoalan validasi data, karena hal 

itu penting untuk memastikan 

penerima yang berhak dan mencegah 

keluhan yang sama. 

           Penyaluran bansos masuk 

dalam klaster perlindungan sosial 

dalam program penanganan pandemi 

covid-19. Jika dilihat, dana yang 

dianggarkan untuk perlindungan 

sosial paling banyak dibandingkan 

dengan klaster lain, yakni sebesar 

Rp233,69 triliun. Secara 

keseluruhan, pemerintah 

mengalokasikan dana untuk 

penanganan pandemi covid-19 

sebesar Rp 695,2 triliun. Dana itu 

terbagi untuk beberapa klaster, 

misalnya kesehatan Rp97,9 triliun, 

sektoral k/l dan pemda Rp65,97 

triliun, dukungan UMKM Rp115,82 

triliun, insentif usaha Rp120,6 

triliun, dan pembiayaan korporasi 

Rp61,2 triliun. Realisasi program 

penanganan pandemi covid-19 

hingga 25 November 2020 sebesar 

Rp431,54 triliun. Angka itu setara 

dengan 62,1 persen dari total pagu 

Rp695,2 triliun. 

Anggaran yang dibutuhkan 

adalah suatu alat yang dipergunakan 

untuk satuan kerja pemerintah daerah 

dalam melaksanakan semua kegiatan 

secara efektif dan efisien sesuai 

dengan strategi yang telah ditentukan 

perusahaan. Penyusunan suatu 

anggaran dengan memperhatikan 

kondisi satuan kerja pemerintah 

daerah dan disusun dengan lengkap 

dari terperinci akan menghasilkan 

suatu anggaran yang realisasi. 

Pencapatan anggaran tidak terlepas 

dari prosedur penyusunan yang baik 

dan usaha yang keras guna 

mewujudkan hal tersebut. .( Heller& 

Chaudhuri, 2007: Fischer & 

Ali,2019:  Faguet,2014: Fischer, 

2016). 

Anggaran merupakan suatu 

gambaran mengenai kemajuan atau 

kemunduran dari usaha yang akan 

terjadi di masa yang akan datang. 

Perbedaan antara anggaran yang 

direncanakan dengan realisasinya 

dapat dijadikan bahan pertimbangan 

bagi pihak manajemen dalam 

menentukan tindakan-tindakan 

selanjutnya, realisasi anggaran 

merupakan gambaran keadaan yang 

sebenarnya sehingga perbedaan 

tersebut dapat berakibat 

mcnguntungkan, merugikan atau 

menghambat kemajuan usaha, dari 

penilaian tersebut manajemen dapat 
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menentukan tindakan dan mengambil 

kebijaksanaan agar perencanaan 

yang dibuat mendekati realisasinya.( 

Hansen, & Mowen, 2008: lkhsan, 

Arfan &Muhammad Ishak, 2009:  

Isaac & Sadanan, 2020: Hertati, 

Syafarudin, Safkaur, Fery, 2020: 

Faguet, 2012).  

Untuk mencapai suatu 

perencanaan dan pengendalian yang 

efektif dan efisien dalam suatu 

perusahaan, maka sangat diperlukan 

informasi akuntansi, salah satunya 

berupa anggaran yang tepat dan 

akurat. Dalam sistem akuntansi 

pertanggungjawaban, informasi 

akuntansi dihubungkan dengan 

satuan kerja pemerintah daerah yang 

memiliki wewenang atas terjadinya 

informasi tersebut untuk dimintakan 

pertanggungjawaban. Pengendalian 

biaya dapat dilakukan dengan cara 

memberikan peran bagi pusat biaya 

untuk merencanakan biaya yang 

terjadi yang menjadi 

tanggungjawabnya, kemudian 

menyiapkan informasi realisasi biaya 

tersebut. Dengan demikian dalam 

perencanaan dan pengendalian biaya, 

manajemen memerlukan informasi 

tentang perusahaan yang 

berhubungan dengan berbagai biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan.( 

Joshi, & Schultze, 2014: 

Khanna,et,all, 2020: Safkaur.O, & 

Hertati, 2020: Nafarin, 2008: 

Manor,1999: Hertati, 2015). 

Manajemen  pemerintah 

daerah memerlukan  informasi 

tentang SKPD yang berhubungan 

dengan berbagi biaya yang 

dikeluarkan oleh SKPD. Informasi 

penyimpangan yang merupakan 

selisih antara anggaran biaya dengan 

realisasinya akan digunakan untuk 

menilai kinerja dalam periode 

tersebut dan untuk merencanakan 

anggaran biaya tahun depan yang 

lebih baik guna mencapai target dan 

sasaran yang telah ditetapkan. Untuk 

mengefisienkan dan mengefektifkan 

biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan, maka dibutuhkan 

peranan anggaran dalam hal 

pelaksanaanya perlu dikendalikan 

dan dianalisis secara terus-menerus 

agar pelaksanaanya tidak 

menyimpang dari rencana yang telah 

dianggarkan perusahaan. 

Kemampuan manajer dalam hat 

biaya ini dapat dinilai dari kinerja 

manajer pusat biaya.( Muñoz,et,all, 

2017: Hertati & safkaur, 2020: 

Zetzsche, 2020: World Health 
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Organization, & World Health,2020: 

Witsoe, 2012: Vogel , 2015 & 

Henstra: Hertati, Zarkasyi, 

Suharman, Umar, 2019).   

2. Tinjauan Pustaka 

Anggaran Biaya Covid-19. 

Organisesi yang baik akan 

melaksanakan kegiatannya dengan 

cara terstruktur untuk pengambilan 

keputusan dengan perhitungan dan 

pertimbangan perencanaan dan 

pengendalian yang tepat, contohnya 

dengan merencanakan anggaran yang 

efektif dan efisien. Perbandingan dan 

analisa biaya sesunguhnya dengan 

biaya yang dianggarkan memberikan 

informasi bagi manajemen untuk 

memungkinkan mereka 

mengidentifikasi penyimpangan yang 

terjadi dan rencana kegiatan, yang 

pada gilirannya dapat digunakan oleh 

manajeman sebagai dasar untuk 

melakukan tindakan koreksi. 

Mulyadi (2011) detinisi anggaran 

sebagai berikut :Anggaran biaya 

adalah suatu rencana kerja yang 

dinyatakan secara kuantitatif, yang 

diukur dalam satuan moneter standar 

dan satuan ukuran yang lain, yang 

mencakup jangka waktu satu tahun. 

Sedangkan menurut Garrison dan 

Noreen (2010) menyatakan bahwa: 

anggaran biaya adalah rencana rinci 

tentang perolehan dan penggunaan 

sumber daya keuangan dan sumber 

daya lainnya untuk suatu periode 

tertentu. 

Hansen dan Mowen (2008: 

Lancet 2020). berpendapat bahwa 

anggaran biaya adalah rencana 

keuangan untuk masa depan, rencana 

tersebut mengidentifikasi tujuan dan 

tindakan yang diperlukan untuk 

mencapainya. Anggaran biaya 

merupakan rencana kerja tentang ak-

tivitas kegiatan yang dilakukan di 

waktu yang akan datang meliputi 

seluruh kegiatan perusahaan yang 

dilakukan oleh semua bagian-bagian 

yang ada dalam perusahaan yang 

dinyatakan dalam unit moneter 

(kesatuan) yang dapat diterapkan 

pada berbagai kegiatan perusahaan 

yang beraneka ragam berdasarkan 

jangka waktu tertentu. Anggaran 

biaya dalam suatu perusahaan mutlak 

sekali diperlukan karena berfungsi 

sebagai pedoman di dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan 

perusahaan. Anggaran sebagai alat 

bantu manajemen dalam mengukur 

dan menentukan tingkat pembiayaan 

operasional dapat diterapkan 
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terhadap berbagai macam bentuk 

badan usaha, terutama pada 

perusahaan yang telah maju yang 

pelaksanaanya akan berbeda antara 

perusahaan yang satu dengan 

perusahaan lainnya. (Maiorano, & 

Masiero 2018: Manor, 2010). 

Suatu perusahaan yang 

bekerja dengan menggunakan 

anggaran formal biasanya akan 

dengan cepat yakin betapa besar 

manfaat yang didapat dari suatu 

anggaran, dan sama sekali tidak akan 

mempunyai pikiran untuk kembali 

kebiasaan yang lama, yaitu bekerja 

tanpa anggaran. Singkatnya 

meskipun perusahaan bias mencapai 

tingkat kesuksesan tertentu tanpa 

menggunakan anggaran, mereka 

tidak akan pernah mencapai tingkat 

kesuksesan setinggi yang dapat 

dicapai dengan sistem anggaran yang 

terkoordinasi.Anggaran yang baik 

harus mencakup seluruh kegiatan 

yang dilaksanakan oleh perusahaan, 

untuk itu penyusunan data dan 

informasi intern yang digunakan 

harus mencerminkan seluruh 

kekuatan dan kelemahan perusahaan 

dan ditunjang dengan data dan 

informasi ektern yang diperoleh dari 

luar perusahaan (Roy & Dave,2020: 

Rudianto,2009).  Penyusunan dan 

pelaksanaan anggaran tahunan 

merupakan rangkaian proses 

penganggaran. Sekali anggaran 

ditetapkan, pencapaian sasaran 

anggaran hanya dapat dilakukan 

melaui serangkaian aktivitas yang 

telah ditetapkan sebelumnya dalam 

anggaran. Rudianto (2009) Hansen &  

Mowers, (2008 ) untuk memperoleh 

konsep yang lebih jelas mengenai 

anggaran dengan melihat adanya 

beberapa karakteristik anggaran 

sebagai berikut: 

1. Anggaran biaya dinyatakan 

dalam satuan moneter 

Bertujuan untuk mempemudah 

membaca dan usaha untuk 

mengerti rencana tersebut. 

Karena itu sebaiknya anggaran 

disusun dalam bentuk kuantitatif 

moneter yang ringkas. 

2. Anggaran umumnya mencakup 

kurun waktu satu tahun 

 Bukan berarti anggaran tidak 

dapat disusun untuk kurun waktu 

lebih pendek. Batasan waktu di 

dalam penyusunan anggaran akan 

berfungsi untuk memberikan 

batasan rencana kerja tersebut. 

3. Anggaran biaya mengandung 
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komitmen atau kesanggupan 

manajemen 

Anggaran harus disertai dengan 

upaya pihak manajemen dan 

seluruh anggota organisasi untuk 

mencapai apa yang telah 

ditetapkan. Tanpa upaya serius 

dari pihak manajemen untuk 

mencapainya maka penyusunan 

anggaran tidak akan banyak 

manfaatnya bagi perusahaan. 

4. Usulan anggaranbiaya  disetujui 

oleh pejabat/pihak yang 

berwenang lebih tinggi dari 

pelaksanaan anggaran, anggaran 

tidak dapat disusun sendiri-

sendiri oleh setiap bagian 

organisasi tanpa persetujuan dari 

atasan pihak penyusun. 

5. Setelah disetujui 

Aanggaran hanya diubah jika ada 

keadaan khusus, anggaran biaya 

boleh diubah jika situasi internal 

dan eksternal organisasi 

memaksa untuk mengubah 

anggaran tersebut karena jika 

dipertahankan akan membuat 

anggaran tidak relevan lagi 

dengan situasi yang ada. 

6. Jika terjadi penyimpangan 

/varians di dalam 

pelaksanaannya,  

Harus dianalisis sebab terjadinya 

penyimpangan tersebut, agar 

tidak terulang lagi di masa yang 

mendatang dan agar penyusunan 

anggaran dikemudian hart 

menjadi lebih relavan dengan 

situasi yang ada. 

7. Anggaran Operasional 

Anggaran ini mendeskripsikan 

aktivitas yang menghasilkan 

pendapatan bagi perusahaan: 

penjuaian, produksi, dan 

persediaan barang jadi dan lain-

lain serta berupa anggaran biaya 

dan laba. Hasil akhir anggaran 

operasional adalah suatu 

perkiraan laporan laba rugi. 

8. Anggaran Keuangan 

Anggaran yang merinci aliran 

masuk dan aliran keluar kas serta 

posisi keuangan secara umum. 

Perkiraan aliran masuk dan 

keluar kas diperihalkan dalam 

anggaran kas. Posisi keuangan 

yang diharapkan pada akhir 

periode anggaran ditunjukkan 

dalam perkiraan neraca. Serta 

anggaran modal mengenal 

rincian untuk pembelian aktiva 

jangka panjang dan membeli hal 
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lainnya untuk periode di masa 

mendatang. 

Informasi Akuntansi Pertanggung 

Jawaban  

Informasi diperlukan oleh 

manajemen dalam mengelola suatu 

organisasi, terutama dalam 

mendukung proses pengambilan 

keputusan. Informasi akuntansi yang 

bermanfaat adalah  informasi yang 

diolah terlebih dahulu agar siap 

untuk dijadikan dasar dalam 

membuat kesimpulan, argumen, 

peramalan, keputusan, atau tindakan, 

baik yang berorientasi jangka 

panjang dihasilkan pendek. Informasi 

akuntansi merupakan informasi yang 

dihasilkan oleh sistem informasi 

akuntansi.  Tanggung jawab 

timbul karena adanya pendelegasian 

wewenang dari suatu tingkat 

manajemen yang lebih tinggi ke 

tingkat yang lebih rendah. Untuk 

mengetahui tanggung jawabnya, 

manajemen bawah harus mengetahui 

dengan jelas wewenang apa yang 

harus didelegasikan oleh atasannya. 

Manajemen bawah harus 

bertanggungjawab terhadap 

pelaksanaan wewenang yang 

diberikan kepadanya. Oleh 

karenanya, timbul kebutuhan 

organisasi akan wewenang informasi 

akuntansi untuk menilai 

pertanggungjawaban pelaksanaan 

wewenang. 

            Anthony dan Govindarajan 

(2008) definisi dari pusat 

tanggungjawab menyatakan bahwa 

pusat tangung jawab merupakan 

organisasi yang dipimpin oleh 

seorang manajer yang 

bertanggungjawab terhadap aktivitas 

yang di lakukan. Garrison dan 

Noreen (2010) menyatakan bahwa 

pusat pertanggungjawaban secara 

luas mengatakan bahwa pusat 

pertanggungjawaban sebagai bagian 

dari suatu organisasi yang 

manajernya memiliki kendali atas 

biaya, penerimaan, atau dana 

investasi. Hansen dan Mowen (2008) 

definisi pusat pertanggungjawaban 

adalah merupakan suatu segmen 

bisnis yang manajernya 

bertanggungjawab terhadap 

serangkaian kegiatan-kegiatan 

tertentu.( Perry,et,all, 2016: 

Quinn,et,all, 2013: Ranscombe, 

2020). 

Informasi akunansi 

pertanggungjawaban merupakan 
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bagian dari unit organisasi, dimana 

manajer harus bertanggungjawab dan 

memliki kendali atas biaya, 

penerimaan, atau dana investasi 

terhadap segala aktivitas yang 

dilakukannya atau berdasarkan 

tanggungjawabnya. Unit-unit 

kegiatan yang dipimpin oleh manajer 

yang bertanggungjawab atas seluruh 

kegiatan di dalamnya merupakan 

suatu pusat pertanggungjawaban, 

karena pusat pertanggungjawaban 

adalah suatu unit organisasi yang 

menjalankan fungsi yang dibebankan 

kepadanya dan 

mempertanggungjawabkan ke tingkat 

manajemen yang lebih tinggi, 

termasuk adanya biaya-biaya yang 

dibatasi dan dikendalikan melalui 

anggaran. Mulyadi (2011) terdapat 

empat jenis utama pusat 

pertanggungjawaban yaitu: 

1. Pusat Biaya 

Suatu pusat pertanggungjawaban 

yang ukuran prestasi manajernya 

didasarkan pada biayanya (nilai 

masukan). Setiap pusat 

pertanggungjawaban 

mengkonsumsi masukan dan 

menghasilkan keluaran. Dalam 

pusat biaya, keluarannya tidak 

dapat atau tidak perlu diukur 

dalam bentuk pendapatan. Hal ini 

disebabkan karena kemungkinan 

keluaran pusat biaya tersebut 

tidak dapat diukur secara 

kuantitatif, atau kemungkinan 

manajer pusat biaya tersebut 

tidak dapat bertanggungjawab 

atas keluaran pusat biaya 

tersebut. 

2. Pusat Pendapatan 

Pusat pendapatan adalah pusat 

pertanggungjawaban yang ukuran 

prestasi manajernya didasarkan 

pada pendapatannva. Manajer 

pusat pendapatan tidak dimintai 

pertanggungjawaban mengenai 

masukannya, karena dia tidak 

dapat mempengaruhi pemakaian 

masukan tersebut. Contoh pusat 

pendapatan adalah departemen 

pemasaran.  

3. Pusat Laba 

Pusat pertanggungjawaban yang 

manajernya diberi wewenang 

untuk mengendalikan pendapatan 

dan biaya pusat 

pertanggungjawaban tersebut. 

Manajer pusat laba diukur 

kinerjanya dari selisih antara 

pendapatan dengan biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh 
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pendapatan tersebut. Oleh karena 

itu dalam pusat laba, baik 

masukan maupun keluarannya 

diukur dalam satuan rupiah untuk 

menghitung laba, yang dipakai 

sebagai pengukur kinerja 

manajernya. 

Dalam akuntansi keuangan 

pendapatan hanya diakui dan 

dicatat pada saat pendapatan 

tersebut direalisasikan melalui 

transaksi penjualan produk atau 

jasa kepada pihak luar 

perusahaan.  

4. Pusat Investasi 

Pusat investasi adalah pusat laba 

yang diukur prestasinya dengan 

menghubungkan laba yang 

diperoleh pusat 

pertanggungjawaban tersebut 

dengan investasi yang 

bersangkutan. Ukuran prestasi 

manajer pusat investasi dapat 

berupa ratio antara laba dengan 

investasi yang digunakan untuk 

memperoleh laba tersebut. 

Ukuran ini disebut return on 

investment (ROI) dimana laba 

dibagi dengan investasi atau 

diukur dengan menggunakan 

residual income dimana laba 

dikurangi dengan beban modal 

(capital charge) atau 

produktivitas yang merupakan 

ratio antara keluaran dengan 

masukan. 

5. Informasi Operasi 

       Untuk melaksanakan aktivitas 

perusahaan sehari-hari, 

manajemen memerlukan 

berbagai informasi operasi 

seperti jumlah bahan baku yang 

dipakai dalam produksi, jumlah 

persediaan (inventory) produk 

jadi yang ada di gudang, jumlah 

produksi suatu periode, jumlah 

jam kerja karyawan dalam satu 

periode, dan jumlah produk yang 

dijual dalam satu periode. 

6. Informasi Akuntansi Keuangan  

       Informasi akuntansi keuangan 

diperlukan baik oleh manajemen 

(biasanya manajemen puncak) 

maupun pihak luar perusahaan 

seperti pemegang saham, bankir, 

dan kreditur yang lain, instansi 

pemerintah, dan pihak luar 

lainnya. Informasi akuntansi 

keuangan ini diperlukan oleh 

pihak luar untuk pengambilan 

keputusan guna menentukan 

hubungan antara pihak luar 
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tersebut dengan perusahaan. 

Informasi akuntansi keuangan 

ini dihasilkan oleh sistem 

informasi keuangan yang disebut 

akuntansi keuangan, yang 

disajikan dalam laporan 

keuangan. 

7. Informasi Akuntansi Manajemen 

       Informasi akuntansi manajemen 

diperlukan oleh manajemen 

untuk melaksanakan dua fungsi 

pokok manajemen dalam hal 

perencanaan dan pengendalian 

kegiatan perusahaan. Informasi 

akuntansi manajemen ini 

dihasilkan oleh sistem 

pengelohan informasi keuangan 

yang disebut akuntansi 

manajemen. Informasi akuntansi 

manajemen disajikan kepada 

manajemen perusahaan dalam 

berhagai laporan keuangan 

seperti anggaran, laporan 

penjualan, laporan biaya 

menurut pusat 

pertanggungjawaban, laporan 

biaya menurut kegiatan, dan 

laporan biaya pemasaran. 

Informasi akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan 

suatu fakta, data pengamatan, 

persepsi, atau sesuatu yang lain, yang 

menambah pengetahuan informasi 

yang dperlukan untuk mengurangi 

ketidakpastian dalam pengambilan 

keputusan. Pengambilan keputusan 

selalu menyangkut masa yang akan 

datang, yang mengandung 

ketidakpastian, dan selalu 

menyangkut pemilihan suatu 

alternatif tindakan  di antara sekian 

banyak altematif yang tersedia. 

Pengambil keputusan selalu berusaha 

mengumpulkan informasi untuk 

mengurangi ketidakpastian yang 

dihadapinya dalam memilih 

alternatife tindakan tersebut. 

Informasi akuntansi 

pertanggungjawaban diperlukan guna 

pengambil keputusan. Informasi 

akuntansi pertanggungjawaban 

merupakan salah satu informasi 

kuantitatif, dan akuntansi manajemen 

merupakan salah satu tipe informasi-

informasi akuntansi di antara dua 

tipe informasi yang lain yaitu 

informasi operasi dan informasi 

akuntansi keuangan.( Van Bavel, 

et,all 2020: Sumner & Ortiz, 2020: 

Singh & Sharma, 2007: Sibley, et,all, 

2020).    

Manajemen memerlukan 

Informasi akuntansi 
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pertanggungjawaban baik yang 

berupa informasi kuantitatif maupun 

Informasi nonkuantitatif sebagai 

dasar pengambilan keputusan. 

Umumnya informasi kuantitatif lebih 

berperan dalam mengurangi 

ketidakpasatian bila dibandingkan 

dengan informasi nonkuantitatif, 

sehingga umumnya dalam 

pengambilan keputusan bisnis, 

manajemen lebih bertumpu pada 

informasi kuantitatif yang 

menjadikan pengambil keputusan 

lebih memperoleh jaminan kepastian 

dalam pemilihan alternatif 

dibandingkan dengan informasi 

nonkuantitatif. Hipotesis bagaimana 

pengaruh Anggaran Biaya Era 

Covid-19 terhadap Informasi 

Akuntansi Pertanggungjawaban. 

 

B. METODE PENELITIAN 

        Penelitian ini menggunakan 

metode analisis deskriptif, dan 

Verifikatif suatu cara penelitian yang 

memusatkan pada masalah yang ada 

dengan menggambarkan urutan 

tahapannya berupa mengumpulkan 

data, mengklasifikasi, 

membandingkan, mengolah data dan 

menganalisis data-data dan dengan 5 

pertanyan 1 sampai 5 sehingga dapat 

menjawab fenomena dan mencari 

pemecahan yang ada. Informasi 

akuntansi pertanggungjawaban 

diperlukan guna pengambil 

keputusan. Metode pengambilan 

sampel dalam penelitian ini 

menggunakan accidental sampling. 

Accidental sampling adalah teknik 

penentuan sampel (Arikunto, 

Suharsimi, 2008). Penentuan ukuran 

sampel menggunakan pendekatan 

Taro Yamane. Penentuan ukuran 

sampel dalam penelitian ini 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

1. 2 


dN

N
n  

Di mana: 

n      =  Sampel 

N     =  Jumlah populasi 

2d    =  Presisi (ditetapkan 5%) 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian, 2021 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. DATA ANALYSIS 

Dalam rangka menganalisis 

data perusahaan menggunakan 

analisis kualitatif. Analisis kualitatif 

menganalisis objek penelitian dengan 

cara memaparkan berdasarkan teori 

yang tepat atas data-data yang, 

diperoleh dalam rangka memperoleh 

pengetahuan mengenai peranan 

anggaran yang dihubungkan dengan 

penilaian kinerja manajer pusat 

biaya, serta membandingkan 

anggaran biaya dengan realisasinya. 

Sehingga dapat menjawab dan 

mencari pemecahan yang ada. 

Penelitian ini focus pada anggaran 

biaya Covid-19 pada  informasi 

akuntansi pertanggungjawaban. 

Survey pada satuan kerja pemerintah 

daerah  di 3(tiga) kota besar yaitu 

Palembang, Jakarta, Bandung,  

Populasi dalam penelitian ini adalah 

satuan kerja perangkat daerah 

sebanyak 108 sampel yang 

mengembalikan sebanyak 80 sampel  

yang cacat 5 sampel  sisanya 75 

sampel siap diolah. Teknik  analisis 

data yang digunakan didalam 

penelitian ini memakai SEM PLS 

dengan memakai metode descriptive 

and verification method (Azwar, 

Syaifuddin, 2007). Secara 

keseluruhan, proses pengumpulan 

data telah diambil selama 4 bulan 

dan penelitian ini tidak didanai oleh 

Peranan 

Anggaran 

Informasi Akuntansi 

Realisasi Biaya 

Penilaian Kinerja 

Akuntansi Pertanggung jawaban 

Anggaran Biaya 

Manfaat informasi 

Akuntansi 

Pertanggung 

Jawaban 



Jurnal Ratri (Riset Akuntansi Tridinanti)   Universitas Tridinanti Palembang 

111 

 

___________________________________ 

*), Universitas Indo Global Mandiri   

**) Universitas Esa Unggul  

***), Universitas Komputer Indonesia 

****), Universitas Satya Negara Indonesia 

Volume 1 Nomor 2 Edisi Januari – Juni 2020 
 

organisasi apa pun.Hasil pengolahan data terlihat tabel sebagai berikut: 

Tabel 1. Hasil Uji Loading factor 

No. Loading factor 

masing-masing 

indikator 

Anggaran 

Biaya 

Era 

Covid-19 

Informasi 

Akuntansi 

Pertanggung 

Jawaban 

1. Indikator 1 0.731 0.802 

2. Indikator 2 0.894 0.810 

3. Indikator 3 0.796 0.792 

4. Indikator 4 0.627 0.861 

5. Indikator 5 0.452 0.773 

6. Indikator 6 0.371 0.684 

7. Indikator 7 0.727 0.766 

8. Indikator 8 0.827 0.762 

9. Indikator 9 0.827 0.382 

10 Indikator 10 0.827 0.682 

11 Indikator 11 0.382 0.682 

12 Indikator 12 0.382 0.782 

13 Indikator 13 0.382 0.766 

14 Indikator 14 0.382 0.766 

15 Indikator 15 0.382 - 

16 Indikator 16 0.382 - 

Sumber: Olah data SPSS, 2020 

               

                  Tabel 2 Hasil Uji. Hasil Square roots of AVE 

No Variabel Square roots of 

AVE 

1. Anggaran Biaya Era Covid-19 0.729 

2. Informasi Akuntansi Pertanggung 

Jawaban 

0.849 

 Sumber: Olah data SPSS, 2020 

Tabel 3. Hasil Uji Composite Reliability 

No. Variabel Composite 

reliability 

Cronbach’s 

Alpha 

1. Anggaran Biaya Era Covid-19 0.816 0.982 

2. Informasi Akuntansi Pertanggung 

Jawaban 

0.810 0.986 

Sumber: Olah data SPSS, 2020 
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                       Tabel 4. model diukur menggunakan R square 

No. Model  R square 

1. Informasi Akuntansi Pertanggung 

Jawaban 

0.169 

Sumber: Olah data SPSS, 2020 

Tabel 5. Hasil Uji Q square 

No. Model  Q square 

1. Informasi Akuntansi Pertanggung 

Jawaban 

0.349 

       Sumber: Olah data SPSS, 2020 

Tabel 6. Hasil Pengujian Pengaruh langsung 

No. Pengaruh Langsung Koefisien Signifikansi Keterangan 

1 Informasi Akuntansi Pertanggung 

Jawaban 

-0.508 0.044 Diterima 

Sumber: Olah data SPSS, 2020 

         Pengujian yang dilakukan 

dalam melihat nilai R
2
, model PLS 

juga dievaluasi dengan melihat Q
2 

predictive relevance untuk model 

konstruk. Q
2
 mengukur seberapa 

baik nilai observasi dihasilkan oleh 

model dan juga estimasi 

parameternya. Nilai Q
2 

> 0 (nol) 

menunjukkan bahwa model 

mempunyai nilai predictive 

relevance, Hasil AVE menunjukkan 

bahwa indikator yang dimikili oleh 

masing-masing variabel dapat 

mengukur variabel yang dimaksud. 

Discriminat   validity   adalah 

membandingkan nilai square root of 

average variance extracted (AVE) 

setiap konstruk dengan korelasi 

antara konstruk dengan konstruk 

lainnya dalam model. Dimana nilai 

AVE harus > 0,50. Hasil composite 

reliability menunjukkan bahwa 

masing-masing indikator dapat 

mengukur variabel dengan andal.  

           Berdasarkan hasil perhitungan 

pengaruh variabel dalam hipotesis 

semakin baik anggaran biaya era 

covid-19, maka semakin baik 

informasi akuntansi 

pertanggungjawaban. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai signifikansi 0.054. 

Oleh sebab itu hipotesis untuk 

pengaruh langsung dalam variabel ini 
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diterima. Suatu konstruk dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai 

cronbach alpha >0,60. Structural 

Equation Model (SEM) dengan 

metode Partial Least Square (PLS) 

dengan menggunakan software warp 

PLS 5.0. PLS merupakan factor 

indeterminacy metode analisis yang 

powerful oleh karena tidak 

mengasumsikan data harus dengan 

pengukuran skala tertentu dan jumlah 

sampel kecil (Sugiono 2017). Hal ini 

dirasakan sangat penting oleh 

responden untuk mencapai anggaran 

biaya Era Covid-19 yang maksimal 

maka akan berdampak pada realisasi  

informasi akuntansi 

pertanggungjawaban.  

2. DISKUSI 

Manfaat informasi akuntansi 

pertanggungjawaban yang berupa 

informasi di masa yang akan datang 

adalah untuk penyusunan anggaran. 

Selanjutnya  informasi yang berupa 

informasi masa lalu sebagai penilaian 

kinerja manajer pusat 

pertanggungjawaban dan pemotivasi 

manajer. Mulyadi (2011:174) 

informasi akuntansi 

pertanggungjawaban memiliki 

manfaat sebagai sebagai dasar 

penyusunan anggaran, sebagai 

penilai kinerja pusat 

pertanggungjawaban, sebagai 

pemotivasi manajer. Proses 

penyusunan anggaran biaya pada 

dasarnya merupakan proses 

penetapan peran dalam usaha 

pencapaan sasaran Pemerintah 

daerah. Penyusunan anggaran hanya 

mungkin dilakukan jika tersedia 

informasi akuntansi 

pertanggungjawaban, yang 

mengukur berbagai nilai sumber 

daya yang disediakan bagi manajer 

yang berperan dalam usaha 

pencapaian sasaran yang telah 

ditetapkan dalam tahun anggaran. 

Dengan demikian, anggaran 

berisi informasi akuntansi 

pertanggungjawaban yang mengukur 

nilai sumber daya yang disediakan 

selama tahun anggaran bagi manajer 

yang diberi peran untuk mencapai 

sasaran perusahaan. Dalam proses 

penyusunan anggaran, informasi 

akuntansi pertanggungjawaban 

berfungsi sebagai alat pengirim peran 

kepada manajer yang diberi peran 

dalam pencapaian sasaran 

perusahaan.( Tselios & Tompkins, 

2017: Williams, C. C., & Gurtoo, 

2011: Hertati, Widiyanti..Desfitrina. 
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Syafarudin. 2020: Hansen, & 

Mowen, 2009).  

Informasi akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan 

informasi yang penting dalam proses 

perencanaan dan pengendalian 

aktivitas organisasi, karena informasi 

tersebut menekankan hubungan 

antara informasi dengan manajer 

yang bertanggungjawab terhadap 

perencanaan dan realisasinya. 

Pengendalian dapat dilakukan 

dengan cara memberikan bagi setiap 

manajer untuk merencanakan 

pendapatan, dan/atau biaya tersebut 

menurut manajer yang 

bertanggungjawab. Dengan 

demikian, informasi akuntansi 

pertanggungjawaban mencerminkan 

skor (score) yang dibuat oleh 

manajer dalam menggunakan 

berbagai sumber daya untuk 

melaksanakan peran manajer tersebut 

dalam mencapai sasaran perusahaan. 

Informasi akuntansi yang 

dihubungkan dengan manajer yang 

memiliki peran digunakan untuk 

mengukur kinerja manajer. Informasi 

akuntansi disebut dengan informasi 

akuntansi pertanggungjawaban. 

Informasi akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan 

bagian yang sangat penting, dengan 

informasi akuntansi dapat 

menggambarkan  motivasi kepala 

daerah. (Mulyadi. 2011: Peña,et,all, 

2020: Peña,et,all, 2020: Hertati.L, 

Iriadi , Safkaur.O, Fery, Antasari, 

Nazarudin, 2020). 

Munculnya pengaruh langsung 

Informasi akuntansi 

pertanggungjawaban mencerminkan 

motivasi pemerintah daerah  dengan 

mempengaruhi penghargaan kinerja. 

Penghargaan sebagian didasarkan 

atas informasi akuntansi 

pertanggungjawaban pemerintah 

daerah  akan berkeyakinan bahwa 

kinerjanya yang diukur dengan 

informasi akuntansi 

pertanggungjawaban (informasi masa 

lalu) akan diberi penghargaan yang 

sebagian besar didasarkan atas 

informasi akuntansi. Kemungkinan 

kinerja akan memperoleh 

penghargaan inilah yang memotivasi 

pemerintah daerah  untuk 

meningkatkan kinerja. Secara tidak 

langsung, informasi akuntansi 

pertanggungjawaban berdampak 

terhadap motivasi melalui nilai 

penghargaan. Informasi akuntansi 

pertanggunglawaban (berupa 

informasi masa lalu) digunakan 
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untuk mengukur kinerja pemerintah 

daerah. Stuktur penghargaan 

sebagian besar didasarkan atas 

informasi akuntansi, manajer akan 

memperoleh kepuasan. Kepuasan 

manajer atas penghargaan yang 

diterimanya dipengaruhi oleh 

penilaian manajer atas kepantasan 

penghargaan tersebut.( Kruks-

Wisner, 2015: Anthony, & 

Govindarajan, 2009: Agrawal & 

Ribot, 1999: Barnett-Howell & 

Mobarak, 2020: Corbridge & Veron, 

2005: Agarwal, 2012). 

 

D. SIMPULAN DAN SARAN 

Fungsi anggaran sebagai hasil 

akhir proses penyusunan rencana 

kerja agar menghasilkan informasi 

akuntansi pertanggungjawaban. 

Anggaran merupakan cetak biru 

(blue print) aktivitas yang akan 

dilaksanakan pemerintah daerah di 

masa yang akan datang. Anggaran 

berfungsi sebagai alat berkomunikasi 

intern yang menghubungkan 

berbagai unit satuan kerja perangkat 

daerah dalam pemerintah daerah dan 

yang menghubungkan kepala dinas 

dengan pemerintah daerah. Anggaran 

berfungsi sebagai tolak ukur yang 

dipakai sebagai pembanding hasil 

operasi sesungguhnya. Anggaran 

berfungsi sebagai alat pengendalian 

yang memungkinkan manajemen 

menunjuk bidang yang kuat dan 

lemah bagi pemerintah daerah. 

Anggaran berfungsi sebagai alat 

untuk mempengaruhi dan 

memotivasi satuan kerja pemerintah 

daerah  dan ASN  agar senantiasa 

bertindak secara efektif dan efisien 

sesuai dengan tujuan pemerintah 

daerah. Hubungan antara anggaran 

dengan informasi akuntansi 

pertanggung  jawaban Era Covid-19 

keluarannya, pusat biaya yaitu  pusat 

biaya pemerintah daerah  adalah 

pusat pertanggungjawaban yang 

sebagian besar masukannya 

mempunyai hubungan yang nyata 

dan erat dengan informasi akuntansi 

pertanggungjawaban. Contoh pusat 

biaya satuan kerja perangkat daerah  

adalah pusat biaya kebijakan dalam 

satuan kerja  informasi akuntansi.  

Informasi akuntansi 

pertanggungjawaban sebagai pusat 

biaya kebijakan tidak dapat diukur 

prestasinya berdasarkan efisiensinya 

karena tidak adanya hubungan yang 

nyata antara masukan dan keluaran 

atau karena keluaran pusat biaya 
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kebijakan tidak dapat diukur secara 

kuantitatif. 
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